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RENCANA KERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu 

organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil 

kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk 

menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan 

dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, 

sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan 

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil 

pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. 

Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang 

akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.  

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang 

memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta 

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah.  

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen 

perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. 

Secara hierarki penyusunan rencana kerja merupakan produk dasar bagi 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan 
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penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah 

(RAPBD).  

Oleh karena itu, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, 

yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah 

dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterkaitan antar 

dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 
 

 

Gambar 1.1. Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024. Sedangkan 

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan 

dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran 

SKPD. 

Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Wonogiri ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-
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PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, sehingga akan 

dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:  

a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;  

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;  

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;q 

g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;  

h. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

i.      Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021; 

j.      Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Wonogiri. 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2023; 

l.      Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, 

Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Wonogiri; 
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m. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor  53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

q. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan 

pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah dirumuskan pada 

Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 

melalui perencanaan kinerja tahunan. 

b. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut : 

1)    Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2024. 

2)    Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2024 untuk memastikan pencapaian target tahunan 

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 

2021 – 2026. 

3)    Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang 

hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan 
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urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan laporan 

kinerja. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

BAB I.     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD. 

BAB II.    HASIL EVALUASI RENJA PERANGAT DAERAH TAHUN LALU 

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan 

capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja 

pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap 

rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan 

kegiatan masyarakat. 

BAB III.   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, 

uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan 

prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program 

Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk 

mewujudkan target dan tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dan RPJMD Kabupaten 

Wonogiri  Tahun 2021-2026.  

BAB IV.   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu 

Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan 

Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan 

dan sasaran Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2021-2026. 

BAB V.    PENUTUP 

Bab ini memuat uraian catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak 

lanjut.
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, 

dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat 

Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, 

kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan 

awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. 

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan 

Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan 

alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi 

pencapaian program dan kegiatan Renstra perangkat daerah. Indikator 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun mengacu pada 

program dan kegiatan strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026.  

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja yang berpedoman pada 

Renstra Satpol PP Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, pada tahun 

2022 Satpol PP mendapatkan alokasi anggaran sebesar                         

Rp. 8.887.249.054,-. Dari keseluruhan pagu tersebut telah terserap 

anggaran sebesar Rp. 7.579.091.303,- (85,28%). Realisasi anggaran yang 

tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi 

penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektivitas pencapaian sasaran 

strategis yang telah ditetapkan.    
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Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2022 

tersusun atas 3 (tiga) program, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, 

Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Hasil 

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian kinerja Rencana 

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2022, 

maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diukur 

dengan 1 (satu) indikator yaitu "Persentase penegakan peraturan 

daerah", yang menggambarkan seberapa besar capaian target yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian indikator ini pada tahun 

2022 sebesar 100%, artinya 100% target RPJMD dapat tercapai pada 

tahun 2022. Apabila capaian ini dibandingkan dengan capaian    

tahun - tahun sebelumnya, maka capaian indikator dapat terus 

dipertahankan sebesar 100%.  

Apabila capaian tahun 2022 ini dibandingkan dengan target 

akhir periode Renstra  sebesar 100% pada tahun 2022, berarti 

capaian indikator 100% dapat terealisasi sehingga dengan kerja 

keras dan program kegiatan yang lebih fokus, diharapkan target 

100% pada akhir periode Renstra bisa terus dipertahankan. 

Dalam mencapai target indikator program yang diharapkan 

maka ada beberapa kegiatan guna mendukung capaian tersebut 

diantaranya : 

1.    Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu "Persentase penegakan 

peraturan daerah", yang menggambarkan seberapa besar 

capaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian 

indikator ini pada tahun 2022 sebesar 100% artinya 100% 

target RPJMD dapat tercapai pada tahun 2022. Selama Tahun 

2022 terdapat 260 kasus pelanggaran dan sudah tertangani. 

Apabila capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun - tahun 
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sebelumnya, maka capaian indikator dapat terus dipertahankan 

sebesar 100%.  

2.    Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/ Wali Kota 

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Bupati/ Wali Kota diukur dengan 1 (satu) 

indikator yaitu "Jumlah Penegakan Peraturan Bupati/Wali 

Kota", yang menggambarkan seberapa besar capaian target yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian indikator ini pada 

tahun 2022 sebesar 100% artinya 100% target RPJMD dapat 

tercapai pada tahun 2022. Selama tahun 2022 terdapat 9910 

kasus pelanggaran dimana sebanyak 9910 kasus telah 

tertangani. Apabila capaian ini dibandingkan dengan capaian 

tahun - tahun sebelumnya, maka capaian indikator terpenuhi 

sebesar 100% lebih baik dari tahun 2021 yang terealisasi 

kurang 0,1% sebesar 99% dimana ada 1 kasus yang belum 

selesai ditangani karena masih dalam proses perijinan. Hal ini 

menunjukkan adanya koordinasi yang lebih baik dengan 

instansi terkait sehingga semua pelanggaran dapat tertangani 

dengan baik dan selesai tepat waktu. Hal ini perlu 

dipertahankan pada tahun selanjutnya.  

3.     Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu "Persentase 

Pengembangan PPNS atas Perda dan Perbup", yang 

menggambarkan seberapa besar capaian target yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD. Capaian indikator ini pada tahun 

2022 sebesar 100% artinya 100% target RPJMD dapat tercapai 

pada tahun 2022. Jumlah PPNS di Satpol PP berjumlah 5 orang 

yang semuanya telah mengikuti kegiatan pembinaan PPNS. 

Apabila capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun - tahun 

sebelumnya, maka capaian indikator dapat terus dipertahankan 

sebesar 100%.  
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B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

dan Penyelamatan Non Kebakaran  

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dapat diukur dengan 1 

(satu) indikator yaitu "Persentase Kejadian Kebakaran yang 

tertangani", dimana capaian kinerja pada tahun 2022 ini 100%, 

artinya sebesar 100% kejadian kebakaran bisa diselesaikan. Apabila 

capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka 

capaian indikator dapat terus dipertahankan sebesar 100%. 

Dalam mencapai target indikator program yang diharapkan 

maka ada beberapa kegiatan guna mendukung capaian tersebut 

diantaranya : 

1.    Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 

Penyelamatan, dan  Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah; 

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 

Penyelamatan, dan  Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah, dapat diukur dengan 1 (satu) 

indikator yaitu "Persentase Kejadian Kebakaran dan Beracun 

dalam Daerah/Kota", dimana capaian kinerja pada tahun 2022 

ini 100%, artinya sebesar 100% kejadian kebakaran bisa 

diselesaikan. Selama Tahun 2022 terdapat 15 kejadian 

kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK) dalam 

waktu tanggap (response time) dan semua sudah tertangani 

dengan baik. Apabila capaian ini dibandingkan dengan capaian 

tahun sebelumnya, maka capaian indikator dapat terus 

dipertahankan sebesar 100%. 

 

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dapat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu 

"Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan 

daerah", dimana capaian kinerja pada tahun 2022 ini 100%, artinya 

segala bentuk pelaporan yang berkaitan dengan administrasi 
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pemerintahan daerah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.   

Dalam mencapai target indikator program yang diharapkan 

maka ada beberapa kegiatan guna mendukung capaian tersebut 

diantaranya : 

1.  Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluas Kinerja 

Perangkat Daerah 

2.  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3.  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4.  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

5.   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

6.  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan 

pencapaian kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target 

kinerja yang direncanakan adalah sebagai berikut : 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

meliputi 6 kegiatan : 

1)   Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan : 

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

2)   Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri 

dari 4 Sub Kegiatan : 

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 
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d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD 

3)   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 

5 sub kegiatan : 

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

4)   Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan : 

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

5)   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan : 

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6)   Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan : 

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi : 

1)  Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 

sub kegiatan : 

a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan 
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b) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota 

c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

d) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 

2)  Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota yang terdiri dari 2 sub kegiatan : 

a) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

b) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

3)  Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan : 

a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan 

penyelamatan non kebakaran meliputi 1 kegiatan : 

1)  Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 

dalam Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan : 

a) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

b) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

 

b. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi 

target kinerja yang direncanakan tidak ada karena semua dapat 

terealisasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan. 

 



 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP)                                                                                                                   

 

 

 

BAB II-hal. 8 

c. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target 

kinerja yang direncanakan Belum ada baik Program, kegiatan dan 

sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.  

 

Berikut terlampir rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri sebagaimana berikut 

dalam tabel 2.1.
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Tabel 2.1. 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 

OPD :Satuan Polisi Pamong Praja 

Kode Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintah 

Daerah dan 
Program/ Kegiatan 

Indikator 
KInerja Program 

(outcome)/ 
Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2021-2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 
dan 

Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun Lalu 

(2022) 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2023) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2022 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2023) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1       URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05      URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05 01     PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase tertib 

laporan kinerja 

administrasi 

pemerintahan 

daerah 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100% 
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Kode Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintah 

Daerah dan 

Program/ Kegiatan 

Indikator 
KInerja Program 

(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 

Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2021-2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun Lalu 

(2022) 

Target 
Program 

dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2023) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2022 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2023) 
 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05 01 2,01    Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase 

penyusunan 

administrasi 

perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang di susun 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

1 05 01 2,02 1   Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase 

administrasi 

keuangan daerah 

yang di susun 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05 01 2,06    Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05 01 2,07    Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

 

Persentase 

pelaksanaan 

pengadaan barang 

milik daerah 

 

 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Kode Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintah 

Daerah dan 

Program/ Kegiatan 

Indikator 
KInerja Program 

(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 

Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2021-2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun Lalu 

(2022) 

Target 
Program 

dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2023) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2022 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2023) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05 01 2,08    Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 

Persentase 

Pelaksanaan 

Penunjang Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05 01 2,09    Kegiatan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase 

Pengadaan Barang 

dan Jasa yang 

terlaksana 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05 02     PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1 05 02 2,01    Kegiatan Penanganan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Kasus 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

yang Dicegah 

Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan 

Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Kode Urusan/ Bidang 
Urusan Pemerintah 

Daerah dan 

Program/ Kegiatan 

Indikator 
KInerja Program 

(outcome)/ 

Kegiatan 
(output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 

Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2021-2026 

Realisasi 
Target 
Kinerja 

Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 

s/d dengan 
2022 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun Lalu 

(2022) 

Target 
Program 

dan 

Kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2023) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 
Perangkat Daerah s/d 

Tahun Berjalan 

Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Renja PD 

Tahun 
2022 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun 2023) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target 

Renstra 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05 02 2,02    Kegiatan Penegakan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

 

Jumlah 

Penegakan 

Peraturan 

Bupati/Walikota 

2311 2311 9910 9910 100 % 2311 2311 100 % 

1 05 02 2,03    Kegiatan Pembinaan 

Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Pengembangan 

PPNS atas Perda 

dan Perbup 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1

. 

05

. 

04     PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

 

Persentase 

Kejadian 

Kebakaran yang 

tertangani 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1

. 

05

. 

04 2.01    Kegiatan Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Prosentase 

Kejadian 

Kebakaran dan 

Beracun dalam 

Daerah/Kota 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 

merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan telah sesuai dan 

adanya dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta 

dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan 

program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi di waktu yang 

akan datang. 

Dalam rangka menganalisis kinerja pelayanan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu 

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran 

target sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.  

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Pada 

Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Indikator tujuan yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, 

Keamanan, dan Keindahan ( K3) sebesar 100 % dapat terpenuhi. 

Sedangkan indikator sasaran yaitu Persentase Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati sebesar 100 % juga terpenuhi. 

Faktor Pendukung : 

Adanya Kesadaran Masyarakat untuk ikut mematuhi pelaksanaan 

Perda dan Perbup. 

Faktor Penghambat : 

Penegakan Perda dan Perbup yang berkaitan dengan Yustisi belum 

dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan Personil. 

Solusi : 

a. Memperkuat Kapasitas PPNS melalui peningkatan jumlah PPNS, 

penambahan sarana prasarana operasional. 

b. Mengirimkan Personil untuk mengikuti Diklat disesuaikan dengan 

anggaran. 

2. Indikator Program yang terdiri dari 3 Program yaitu Program 

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program 
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Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran serta Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 % dapat 

terpenuhi. Untuk masalah kebakaran tidak mencapai 100 % 

dikarenakan antara target dan realisasi lebih kecil realisasinya 

sehingga dapat dikatakan bagus karena tingkat kejadian kebakaran 

lebih sedikit dari target yang ditetapkan. 

Faktor Pendukung : 

a. Adanya keinginan masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, 

damai, dan tegaknya supremasi peraturan daerah. 

b. Keikutsertaan masyarakat tanggap dalam penanggulangan dan 

pencegahan kebakaran. 

c. Adanya perencanaan terintegrasi, SDM yang memadai, Sarana dan 

prasarana, struktur organisasi yang sesuai guna mendukung 

pelaksanaan tertib administrasi. 

Faktor Penghambat : 

a. Semakin maraknya pedagang kaki lima (PKL). 

b. Terbatasnya sarana pemadam kebakaran, sehingga akses 

pelayanan penanganan kebakaran belum optimal menjangkau 

seluruh wilayah. 

c. Kurangnya personil SDM Satpol PP yang cakap. 

Solusi : 

a. Kerjasama dengan Disperindag dalam hal penataan PKL. 

b. Pengajuan pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di tiap distrik. 

c. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan sebaik-baiknya. 

3. Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dasarnya semua telah 

terpenuhi dengan baik. Ada 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang 

kesemuanya telah sesuai antara target yang ditetapkan dengan 

realisasinya. 

Faktor Pendukung : 

Semua pegawai telah berkontribusi dalam mewujudkan target kinerja 

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. 
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Faktor Penghambat : 

Pelanggaran Trantibum maupun Perda dan Perkada serta Kejadian 

Kebakaran adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi sehingga 

dalam menentukan target kinerja belum ada kepastian. 

Solusi : 

Mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM maupun sarpras 

guna mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.  

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi 3 sasaran strategis yaitu : 

a.   Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

dengan indikator kinerja Persentase Penegakan Perda dan Perbup 

dimana pada tahun 2022 tercapai sebesar 100 % 

b.   Terlaksananya Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan 

indikator kinerja Persentase Penanganan Kebakaran kurang dari 

15 menit dimana pada tahun 2022 tercapai sebesar 100 % 

c.   Meningkatkan Kinerja Satpol PP dengan indikator  

1) Nilai SAKIP SATPOL PP sebesar 73,5 pada tahun 2022 

terealisasi sebesar 74,92  

2) Indeks Inovasi SATPOL PP sebanyak N/A tercapai 2 inovasi 

3) IKM SATPOL PP sebesar 81 terealisasi sebesar 81,02 

4) Indeks Profesionalitas ASN sebesar 66 tercapai sebesar 43,18 

5) ASN yang Menjadi Agen Perubahan sebanyak 1 orang 

terealisasi sebanyak 2 orang 

Faktor Pendukung : 

Terjalinnya Koordinasi yang efektif baik di internal Satpol PP maupun 

dengan pemangku kepentingan baik OPD lain maupun lintas 

sektoral.  

Faktor Penghambat : 

Tidak adanya Pelatihan, diklat, kursus, bimtek dan sejenisnya dalam 

rangka peningkatan kompetensi SDM sehingga nilai IP ASN sangat 

rendah. 

Solusi :  

Mendukung ASN untuk mengikuti pelatihan, diklat, kursus, bimtek 

maupun sejenisnya yang diselenggarakan oleh Instansi lain maupun 

secara mandiri guna menaikkan IP ASN. 



 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP)                                                                                                                   

 

 

 

BAB II-hal. 16 

5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana untuk Satpol PP 

mendukung adanya Sub urusan Trantibumlinmas maupun sub 

urusan Kebakaran dengan indikator kinerja jumlah warga negara 

yang mendapatkan layanan maupun jumlah kejadian kebakaran 

dalam waktu tanggap respon 15 menit. Dimana untuk capaian SPM 

di Tahun 2022 tercapai sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

standar pelayanan dasar baik urusan trantibumlinmas maupun 

kebakaran sudah dilaksanakan dengan baik. 

Faktor Pendukung : 

Sudah berjalannya regulasi dengan baik serta adanya kesadaran 

masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada baik Perda 

maupun Perbup. 

Faktor Penghambat : 

Wilayah Kabupaten Wonogiri yang sangat luas sehingga sebagian 

wilayah belum tercover dalam penanganan adanya gangguan 

trantibum maupun masalah kebakaran. 

Solusi : 

Mendirikan Pos Pemadam Kebakaran di tiap distrik serta koordinasi 

dengan lintas sektoral lebih ditingkatkan lagi. 

 

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut. 
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Tabel 2.2. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan  

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri 

 

NO 
INDIKATOR 
SASARAN 

SPM/ 
Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra 
Realisasi 
Capaian 

Proyeksi 
Catatan 
Analisis 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1. Persentase 
Penegakan 
Peraturan Daerah 

SPM 
Urusan 
Trantibum 
linmas 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 

Persentase 
Penegakan 
Peraturan Bupati 

SPM 
Urusan 
Trantibum 
linmas 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 

Persentase 
Penanganan 
Kebakaran 
Kurang dari 15 
menit 

SPM 
Urusan 
Kebakaran 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 

2. Nilai SAKIP 
SATPOL PP 

  73,5 74,5 75,5 76,5 74,92 71,41 75,5 76,5 - 

Indeks Inovasi 
SATPOL PP 

  NA 1 1 1 2 2 1 1 - 

IKM SATPOL PP   81 82 82 82 81,02 - 82 82 - 

Nilai IP ASN   66 71 80 80,5 43,14 - 80 80,5 - 

Jumlah Agen 
Perubahan 

  1 2 3 4 2 2 3 4 - 
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2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI   

       PERANGKAT DAERAH 

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara 

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab 

persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.Isu-isu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang 

menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya 

yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.  

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri 

sampai dengan tahun 2022 dapat disimpulkan keseluruhan indikator 

dapat tercapai. Ketercapaian pelayanan banyak dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya: 

a. Faktor Internal 

Kekuatan (Strength) 

1)  Adanya dukungan regulasi kebijakan pemberdayaan Satpol PP; 

2)  Tersedianya sumber daya yang potensial; 

3)  Adanya semangat, disiplin dan komitmen aparatur yang tinggi; 

4)  Memiliki tatakerja sesuai dengan ketentuan hukum yang ada; 

5)  Adanya pengawasan intern oleh pimpinan secara rutinitas dalam     

     pelaksanaan pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

6)  Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan selalu  

     mempertimbangkan skala prioritas. 

Kelemahan (Weakness) 

1)  Belum tersedianya data valid dan akurat. 

2)  Potensi sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara 

optimal.  

3)  Minimnya Kapasitas/Kemampuan SDM aparatur yang ada. 

4)  Minimnya Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Program   
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                    dan kegiatan SATPOL PP. 

5)  Minimnya sarana dan prasarana kerja. 

6)  Luas wilayah kabupaten Wonogiri mengakibatkan daya jangkau   

                    pelayanan terutama pemadam kebakaran dan patroli wilayah  

                    belum optimal; 

b. Faktor Eksternal 

Peluang (Opportunity) 

1)  Tekat pemerintah untuk mewujudkan good governance. 

2)  Adanya hubungan yang harmonis dalam koordinasi antar instansi 

terkait dengan masyarakat. 

3)  Perkembangan teknologi dan informatika yang berpengaruh 

terhadap upaya penegakan hukum di daerah. 

4)  Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman 

dan tenteram. 

Ancaman (Threath) 

1)  Pemanfaatan inovasi dan pengembangan teknologi informasi   

     dalam pelayanan perijinan yang rentan terhadap pelanggaran- 

     pelanggaran. 

2)  Belum optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam   

     memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. 

3)  Semakin banyaknya potensi terjadinya bahaya kebakaran. 

4)  Perubahan perilaku hidup baru masyarakat pasca pandemic 

Covid 19. 

  

Salah satu isu strategis Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2021-2026 yaitu tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. 

Merujuk pada hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Wonogiri mempunyai isu strategis yang dihadapi pada Tahun 2021-2026 

guna mendukung isu strategis daerah tersebut, yaitu: 

1. Sumberdaya Manusia Aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran. 

Aparat Polisi Pamong Praja jumlahnya sangat kurang dari jumlah 

ideal. Dengan jumlah Satpol PP sebanyak 67 (enam puluh tujuh) 

personil maka dirasakan sangat kurang optimal untuk bisa melayani 

masyarakat di 25 kecamatan. Dari aspek kualitasnya masih kurang 

karena baru sebagian PNS yang dibekali dengan mengikuti diklat 
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dasar Polisi Pamong Praja sedangkan seluruh non PNS tidak bisa 

mengikuti diklat tersebut. Sehingga kemampuan dan ketrampilannya 

perlu ditingkatkan. Sedangkan secara kuantitas aparat Pemadam 

Kebakaran sudah cukup untuk mengoperasionalkan perlengkapan 

yang dimiliki. Namun demikian secara kualitas masih sangat perlu 

untuk peningkatan terutama dalam hal evakuasi kejadian non 

kebakaran.  

2. Sarana dan Perlengkapan Kerja Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan 

hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan 

teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, 

maka sarana kerja dan perlengkapan kerja Polisi Pamong Praja 

secara kualitas dan kuantitas masih belum memenuhi standar 

minimal. Sedangkan sarana dan perlengkapan kerja Pemadam 

Kebakaran juga sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan 

yang harus dipenuhi dalam rangka pelayanan masyarakat. 

3. Keterbatasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. 

Sedikitnya jumlah personil Polisi Pamong Praja dan ketiadaan 

(dihapusnya) seksi ketentraman dan ketertiban di struktur organisasi 

kecamatan mengakibatkan keterbatasan jangkauan pelaksanaan 

tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pemeliharaan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan 

Perda/Perkada. Sedangkan luasnya wilayah Wonogiri dengan sarana 

kerja yang saat ini dimiliki, menyebabkan keterbatasan jangkauan 

pelayanan pemadam kebakaran untuk wilayah pedesaan. 

4. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

Meskipun kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Wonogiri 

sangat kondusif tetapi masih sangat berpotensi terjadi gangguan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini terjadi seperti 

pelanggaran oleh pedagang kaki lima, pelanggaran norma sosial 

masyarakat, pelanggaran protokol kesehatan di saat Pandemi Covid 

19 dan konflik sosial masyarakat. 

5. Pelanggaran terhadap Perda dan Perbup. 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki banyak Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan ekonomi dan sosial 



 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP)                                                                                                                   

 

 

 

BAB II-hal. 21 

masyarakat, yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan terjadinya 

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

berdampak sosial maupun ekonomi secara luas. Hal itu dikarenakan 

kurang sadarnya masyarakat mentaatinya maka sering terjadi 

pelanggaran Perda dan Perbup, sementara itu juga keterbatasan 

personil serta belum optimalnya peran dan tugas PPNS (Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil). 

6. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana 

Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sudah ada 

sejak lama di masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 

dinyatakan bahwa peran dan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat 

(Satlinmas) antara lain ikut memelihara ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta membantu penanggulangan bencana. 

Namun demikian tugas dan peran Satlinmas tersebut belum 

maksimal disebabkan karena kurangnya kemampuan dan 

ketrampilan personilnya serta kurangnya pemberdayaan 

kelembagaan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. 

7. Penanggulangan Bencana Kebakaran. 

Wilayah Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar berbukit dan 

tanahnya ditumbuhi pepohonan baik hutan milik Negara maupun 

hutan Rakyat sangat rentan terjadi kebakaran di musim kemarau. 

Kebakaran juga rawan terjadi pada perumahan yang memelihara 

ternak serta industri rumah tangga, yang terjadi lebih karena 

kelalaian manusia. Kurang ccepat dan sigapnya upaya pemadaman 

dan penanggulangan bencana kebakaran dikarenakan masih 

rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam mengatasi kebakaran. 

Selain itu juga jauhnya daya jangkau pelayanan pemadam kebakaran 

yang hanya berada di Kota Wonogiri dan 1(satu) Pos Damkar di 

Baturetno. 

 

2.4.  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dimaksudkan 

untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan 

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan 

mempertimbangkan capaian kinerja serta arahan kepala daerah terkait 
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prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk 

setiap Perangkat Daerah. Penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perbedaan 

nomenklatur program/ kegiatan dengan tahun sebelumnya. 

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, meliputi 

kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja 

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, 

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan 

untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan rancangan 

awal RKPD tahun 2024 dan hasil analisis kebutuhan pada Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan 

dan kemampuan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang 

selanjutnya tertuang dalam RKPD 2024. Pembandingan antara 

rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan 

dimaksudkan untuk penyesuaian anggaran pada program/kegiatan 

dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dalam mendukung 

pencapaian tujuan RKPD tahun 2024. Review terhadap rancangan awal 

RKPD Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.3. berikut ini
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Tabel 2.3. 

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN WONOGIRI  

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

 

 

NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

 OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPO

K SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
POLISI PAMONG PRAJA 12.875.148.728,00 

 
9.552.599.738,00 

 

 
1 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

     
12.875.148.728,00 

      
9.552.599.738,00 

 

 
1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANGKETENTERA

MAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

     
12.875.148.728,00 

      
9.552.599.738,00 

 

1. 1.05.01 PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase tertib 

laporan kinerja 

administrasi 

pemerintahan 

daerah 

100   Persen 

100   Persen 

  
100 Persen 7.377.149.778,00 

     
100   Persen 

100   Persen 

8.867.935.334,00 
 

 
1.05.01.2.01 Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase 

penyusunan 

administrasi 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang disusun 

100 % 
  

100 Persen 22.000.000,00 
  

- - - 100 % 11.999.375,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

 OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPO

K SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU 

INDIKATIF (Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) NASIONAL NASIONAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

   
Jumlah 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

1 Dokumen 
  

7 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 1 Dokumen 9.999.647,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

   
Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

7 Laporan 
  

1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 7 Laporan 1.999.728,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.02 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Persentase 

administrasi 

keuangan daerah 

yang di susun 

100 % 
  

100 Persen 5.648.226.334,00 
  

- Membangu n 

pemenuhan sarana 

dan prasarana 

dasar di Wonogiri 

yang berkualitas 

dan berwa wasan 

lingkungan guna 

menunjang 

pengemban gan 

wilayah 

- 100 % 7.089.604.975,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

   Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

40 

Orang/bulan 

  41 

Orang/bulan 

5.644.226.844,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- Membangu n 

pemenuhan sarana 

dan prasarana dasar 

di Wonogiri yang 

berkualitas dan 

berwa wasan 

lingkungan guna 

menunjang 

pengemban gan 

wilayah 

- 40 

Orang/bulan 

7.083.605.498,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS  

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 
NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

   Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

12 Dokumen   24 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- Membangu n 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana dasar 

di Wonogiri 

yang berkualitas 

dan berwa wasan 

lingkungan guna 

menunjang 

pengemban gan 

wilayah 

- 12 Dokumen 1.999.681,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

   Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

1 Laporan   1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- Membangu n 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana dasar 

di Wonogiri 

yang berkualitas 

dan berwa wasan 

lingkungan guna 

menunjang 

pengemban gan 

wilayah 

- 1 Laporan 1.999.896,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 

   Jumlah Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana 

n/Semesteran SKPD 

14 Laporan   14 Laporan 1.999.490,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 14 Laporan 1.999.900,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

 OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
1.05.01.2.06 Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

Persentase 

fasilitasi 

Administra

si Umum 

perangkat 

daerah 

100 % 
  

100 Persen 82.499.539,00 
  

- - - 100 % 135.982.118,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

   
Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

3 Paket 
  

3 Paket 1.999.930,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 3 Paket 3.995.545,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

   
Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

3 Paket 
  

3 Paket 19.999.950,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 3 Paket 36.990.597,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

   
Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

24 Paket 
  

10 Paket 5.499.999,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 24 Paket 9.996.250,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

   
Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 

2 Paket 
  

2 Paket 4.999.660,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 2 Paket 4.999.964,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU 

INDIKATIF (Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

   
Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

20 Laporan 
  

24 Laporan 50.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 20 Laporan 79.999.762,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Persentase 

pelaksanaan 

pengadaan 

barang milik 

daereah 

100 % 
  

100 Persen 14.999.979,00 
  

- - - 100 % 14.999.716,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

   
Jumlah Unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan 

3 Unit 
  

3 Unit 14.999.979,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 3 Unit 14.999.716,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

Pelaksanaan 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

100 % 
  

100 Persen 1.491.423.984,00 
  

- - - 100 % 1.491.423.835,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

   
Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

4 Laporan 
  

4 Laporan 1.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 4 Laporan 1.000.000,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

 OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   
Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

36 Laporan 
  

36 Laporan 90.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 36 Laporan 90.000.000,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

   
Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

27 Laporan 
  

14 Laporan 1.400.423.984,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 27 Laporan 1.400.423.835,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

"Persentase 

Pengadaan 

Barang dan Jasa 

yang terlaksana 

" 

100 % 
  

100 Persen 117.999.942,00 
  

- - - 100 % 123.925.315,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

   
Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

25 Unit 
  

15 Unit 75.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 25 Unit 97.993.972,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

   
Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

4 Unit 
  

4 Unit 2.999.998,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 4 Unit 9.940.000,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU 

INDIKATIF (Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

   
Jumlah Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabil

itasi 

2 Unit 
  

1 Unit 37.499.944,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 2 Unit 9.991.343,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

   
Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilita

si 

1 Unit 
  

1 Unit 2.500.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 1 Unit 6.000.000,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

2. 1.05.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

Persentase 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah 

100 % 
  

100 % 5.208.999.420,00 
     

100 % 329.687.166,00 
 

 
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum dalam 1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

100 Persen 
  

100 Persen 5.175.999.980,00 
  

- - - 100 Persen 264.690.251,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 

   
Jumlah Dokumen 

Hasil Pelaksanaan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman, 

Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 

Masyarakat 

Tingkat 

Kabupaten/Kota 

10 Dokumen 
  

10 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 10 Dokumen 59.999.914,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 
NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

   
Jumlah Dokumen yang 

Memuat Hasil 

Pemberdayaan 

Perlindungan 

Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

10 Dokumen 
  

5 Dokumen 4.993.500.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 10 Dokumen 49.999.794,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 

   
Jumlah SDM Satuan 

Polisi Pamongpraja 

dan Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

30 Orang 
  

60 Orang 63.000.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 30 Orang 49.999.383,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

   
Jumlah Dokumen 

Hasil Pelaksanaan 

Kerja Sama antar 

Lembaga dan 

Kemitraan dalam 

Teknik 

Pencegahan 

Kejahatan 

   
3 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 

 

14.999.756,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 

   
Jumlah Laporan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum yang 

Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan 

60 laporan 
  

60 laporan 81.999.980,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 60 laporan 89.691.404,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA 

OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU 

INDIKATIF (Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

 
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota 

dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

Jumlah Penegakan 

Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

2311 Pelang 

garan 

  
2311 

Pelanggaran 

29.999.520,00 
  

- - - 2311 Pelang 

garan 

59.998.003,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 

   
Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Penanganan Atas 

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

kepala daerah Sesuai 

SOP 

25 Laporan 
  

25 Laporan 4.999.550,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 25 Laporan 9.998.956,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

   
Jumlah Laporan 

Hasil Pelaksanaan 

Pengawasan yang 

Dilakukan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

25 Laporan 
  

25 Laporan 24.999.970,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 25 Laporan 49.999.047,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Kabupaten/Kota 

Persentase 

Pengembangan PPNS 

atas Perda dan 

Perbup 

100 Persen 
  

100 Persen 2.999.920,00 
  

- - - 100 Persen 4.998.912,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 

 

   
Jumlah Laporan 

Hasil 

Pengembangan dan 

Peningkatan 

Kapasitas Pejabat 

PPNS Penegak 

Perda 

2 Laporan 
  

5 Laporan 2.999.920,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 2 Laporan 4.998.912,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 
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NO 

 

 

KODE 

 

URUSAN / BIDANG 

URUSAN / PROGRAM 

/ KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

 

INDIKATOR 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

 

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA  

OPD 

 

REALISASI 

CAPAIAN 

RENJA OPD 

TAHUN 2022 

 

PRAKIRAAN 

CAPAIAN 

TARGET 

RENJA OPD 

TAHUN 2023 

 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

KELOMPOK 

SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2025 

 

 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

TARGET 

2024 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

 

LOKASI 

 

SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
 

TARGET 

 

PAGU INDIKATIF 

(Rp) 
NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3. 1.05.04 PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN 

Persentase Kejadian 

Kebakaran yang 

tertangani 

100 persen 
  

100 persen 288.999.530,00 
     

100 persen 354.977.238,00 
 

 
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, 

Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Kejadian 

Kebakaran dan 

Beracun dalam 

Daerah/Kota 

100 % 
  

100 Persen 288.999.530,00 
  

- - - 100 % 354.977.238,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

   
Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas 

Piket dan Pemadaman 

Kebakaran dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

100 Laporan 
  

20 Laporan 284.999.970,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 100 Laporan 349.999.738,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 

   
Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas 

Piket dan 

Penyelamatan/Evakuas

i Saat Penanggulangan 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran 

30 Dokumen 
  

100 

Dokumen 

3.999.560,00 Kab. Wonogiri, 

Semua 

Kecamatan, 

Semua 

Kel/Desa 

DANA 

TRANSFER 

UMUM-

DANA 

ALOKASI 

UMUM 

- - - 30 Dokumen 4.977.500,00 POLISI PAMONG 

PRAJA 

 
J U M L A H 12.875.148.728,00 

 
9.552.599.738,00 
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2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN  

MASYARAKAT 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, usulan 

program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri pada Rencana Kerja 

Tahun 2024 tidak terdapat usulan baik dari masyarakat maupun juga 

dari pokok pikiran anggota dewan. 

 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI  
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN WONOGIRI 
 

No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 

Kinerja 

Besaran/ 

Volume 
Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

  NIHIL 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

 

Kebijakan – kebijakan nasional telah dituangkan dalam Program 

Pembangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Nasional tahun 

2020-2024, arah pembangunan ditujukan untuk lebih menjaga 

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang 

dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, 

efektif, memantapkan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu 

pengarusutamaan yang menjadi katalis pembangunan nasional dalam 

RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu tata kelola pemerintahan yang baik.  

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kinerja 

secara terpadu, penuh integritas dan akuntabel, taat kepada hukum yang 

berwibawa dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai 

pemerintah daerah yang memadai. Yang perlu dicermati adalah prioritas 

dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait 

dengan pembangunan daerah provinsi. 

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini telah 

menggalakkan Penegakan Hukum terhadap praktik-pratik Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dewasa ini 

sedang menggalakkan Peraturan Daerah dengan melalui prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik mendorong partisipasi masyarakat, 

taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi 

masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan consensus dengan 

masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan effesiensi, 

akuntabel dan bebas KKN yang menjadi target Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri untuk dicapai. Sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri 

yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan 
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Pemerintahan di Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Wonogiri mempunyai kewajiban untuk :   

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas manajemen dan akuntabilitas 

organisasi melalui system koordinasi yang terintegrasi dalam 

peningkatan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana.   

 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan agar lebih 

terstruktur dengan asas demokrasi, transparan dan akuntabel. 

 Meningkatkan system pengendalian intern secara berkelanjutan. 

 Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pembinaan 

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri 

dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

 Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah. 

 Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat di daerah. 

 Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah. 

 Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya. 

 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong 

Praja yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara 

pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. 

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan 

dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2024. 
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Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi maka harus 

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa 

perumusan tujuan strategis. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan strategis 

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun.  

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat menentukan 

program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk kurun 

waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber 

daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Guna mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu 

mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera serta pencapaian 

misi kedua, yaitu mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditetapkan tujuan dan sasaran 

strategis Perangkat Daerah. Berikut tujuan, sasaran, indikator dan target 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri yang akan dicapai pada 

Tahun 2024 sebagai berikut: 

Tujuan 1 :  

Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Terdiri dari 2 Sasaran yaitu : 

a. Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

dengan Indikator Sasaran : 

1)  Persentase Penegakan Peraturan Daerah dengan target kinerja 

100 % 

2)  Persentase Penegakan Peraturan Bupati dengan target kinerja   

100 % 

b. Terlaksananya Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Indikator 

Sasaran : 

Persentase Penanganan Kebakaran Kurang dari 15 menit dengan 

target kinerja 100 % 
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Tujuan 2 : 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan SATPOL PP yang baik 

Terdiri dari 1 Sasaran yaitu : 

Meningkatnya kinerja  SATPOL PP dengan indikator Sasaran : 

a. Nilai SAKIP SATPOL PP dengan target kinerja 75,5 

b. Indeks Inovasi SATPOL PP dengan target kinerja 1 inovasi 

c. IKM SATPOL PP dengan target kinerja 82 

d. Nilai IP ASN dengan target kinerja 80 

e. Jumlah Agen Perubahan dengan target kinerja 3 Orang  

Agen Perubahan 

 

3.3.  PROGRAM DAN KEGIATAN 

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, 

perlu adanya dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan 

sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada 

tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri didukung 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.875.148.728,- yang terdiri dari 3 

(tiga) program, yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran. 

Untuk melaksanakan program tersebut, maka kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, 

yaitu: 

1.   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a.   Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi  Kinerja   

      Perangkat Daerah 

b.   Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c.   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d.   Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan  

      Pemerintah Daerah  



 

 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP) 

 

 

 

 

 

                     BAB III-hal. 5 

e.   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan  

      Daerah 

f.   Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  

      Pemerintahan Daerah 

2.   Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

a.  Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

b.  Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

c.  Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota 

3.   Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan   

      Penyelamatan Non Kebakaran 

a.  Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, 

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan   Beracun Kebakaran 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Selain itu, beberapa catatan yang menjadi fokus perhatian dalam 

pelaksanaan kegiatan Satpol-PP khususnya penerapan SPM 

Trantibumlinmas dimana Satpol PP merupakan pengampu penerapan 

Standar Pelayanan Dasar bidang Trantibumlinmas Kabupaten Wonogiri 

tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

SPM Urusan Trantibumlinmas meliputi 3 Kegiatan : 

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan penanganan gangguan Trantibum dilaksanakan dalam 

rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah 

Kabupaten Wonogiri dalam rangka memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada warga masyarakat serta penanganan terhadap 

keberadaan ODGJ dan PKL yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah.  

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Kegiatan Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka 

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga 
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memberikan rasa aman dan nyaman warga masyarakat dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Melakukan tindakan penertiban 

nonyustisial, penyelidikan dan tindakan administratif terhadap 

warga masyarakat aparatur maupun badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Perda dan Perbup. 

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota 

PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran atas  ketentuan  Peraturan  Daerah  

sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.  

PPNS memiliki  peran  penting  sebagai  ujung  tombak  dalam proses 

penegakkan hukum pidana yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-undang di Lingkungan Pemerintah, termasuk dalam 

penegakkan Peraturan Daerah. Untuk itu perlu dilakukan 

pengembangan kompetensi kepada PPNS agar mampu melaksanakan 

tugas dalam rangka penegakan Perda dan Perbup dengan sebaik-

baiknya. 

SPM Urusan Kebakaran meliputi 1 Kegiatan : 

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan         

      Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melakukan 

pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya kebakaran serta 

evakuasi terhadap korban kebakaran. Di samping itu meningkatkan 

waktu tanggap (respon time) 15 menit di wilayah manajemen 

kebakaran (WMK). Memberikan layanan penyelamatan kepada 

masyarakat terhadap bahaya non kebakaran 

 Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan 

mendukung pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3. sebagai 

berikut : 
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Tabel T-C.30.  

Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 
Program 

Keluaran Sub 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 

Lokasi 

Output 
Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp.) 

Sumber 
Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/ Pagu 
Indikatif (Rp.) Program 

Keluaran 
Sub 

Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1 05 

      

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

12.875.148.728 

  

9.552.599.738 

1 05 01 
    

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.377.149.778 
  

8.867.935.334 

1 05 01 2,01 

  

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

          22.000.000 

  

11.999.375 

1 05 01 2,01 01 Penyusunan 
Dokumen 

Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Persentase 
penyusunan 

administrasi 
perencanaan, 
Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah yang di 
susun 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

7 
Doku

men 

100 
Persen 

20.000.000 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

9.999.647 

1 05 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

01 2,01 06 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Persentase 
penyusunan 
administrasi 
perencanaan, 
Penganggaran 

dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah yang di 

susun 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 
Persen 

1 
Lapo 
ran 

100 
Persen 

2.000.000 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

100 
Persen 

1.999.728 

1 05 01 2,02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
 

    5.648.226.334  7.089.604.975 

1 05 01 2,02 01 Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Persentase 
administrasi 
keuangan daerah 
yang di susun 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

41 
Orang
/bul 

100 
Persen 

5.644.226.844 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

  7.083.605.498 

 

Tabel 3. 

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 
Program 

Keluaran Sub 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 
Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp.) 

Sumber 
Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1 05 01 2,02 04 Koordinasi dan 
Pelaksanaan 

Akuntansi 
SKPD 

Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 

Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Persentase 
administrasi 

keuangan daerah 
yang di susun 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

24 
Doku

men 

100 
Persen 

1.000.000 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

1.999.681 

1 05 01 2,02 05 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 

Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 
 

Persentase 
administrasi 
keuangan daerah 

yang di susun 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 

Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 
 

100 
Persen 

1 Lapo 
ran 

100 
Persen 

1.000.000 Dana 
Transfer 
Umum-

Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

1.999.896 

1 05 01 2,02 07 Koordinasi dan 
Penyusunan 

Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran 
SKPD 

Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Laporan 
Keuangan 

Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Lapor 

Koordinasi 
Penyusunan Lapor 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan

an/Semeste SKPD 

anPersentase 
administrasi 

akneuangan 
daerah yang di 
susun 
ran 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

14 
Lapo 

ran 

100 
Persen 

1.999.490 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

1.999.900 

1 05 01 2,06  Administrasi Umum Perangkat Daerah 
 

    82.499.539  135.982.118 

1 05 01 2,06 01 Penyediaan 

Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 

Bangunan 
Kantor 

Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah Paket 

Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 

Kantor yang 
Disediakan 

Persentase 

fasilitasi 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 

Persen 

3 

Paket 

100 

Persen 

1.999.930 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

100 

Persen 

3.995.545 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 

Program 

Keluaran Sub 

Kegiatan 
Hasil Kegiatan 

Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 

(Rp.) 

Sumber 

Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1 05 01 2,06 02 Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Persentase 

fasilitasi 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

 

100 

Persen 

3 

Paket 

100 

Persen 

19.999.950 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

 
 

100 Per 

sen 

36.990.597 

1 05 01 2,06 04 Penyediaan 

Bahan Logistik 
Kantor 

Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Persentase 

fasilitasi 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 
 
 

100 

Persen 

10 

Paket 

100 

Persen 

5.499.999 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 
 

100 

Persen 

9.996.250 

1 05 01 2,06 05 Penyediaan 

Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Persentase 

fasilitasi 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 

Persen 

2 

Paket 

100 

Persen 

4.999.660 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

tertib laporan 
kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 
 
 
 

100 

Persen 

4.999.964 

1 05 01 2,06 09 Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 

SKPD 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD 

Persentase 
fasilitasi 
Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah 
 
 
 

 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

24 
Lapo 
ran 

100 
Persen 

50.000.000 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

79.999.762 

1 05 01 2,07  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     14.999.979  14.999.716 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 
Program 

Keluaran Sub 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 
Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp.) 

Sumber 
Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 

Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 

Kegiatan 
Tolok Ukur    Target 

1 05 01 2,07 06 Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

yang Disediakan 

Persentase 
pelaksanaan 
pengadaan 

barang milik 
daerah 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 

Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

3 Unit 100 
Persen 

14.999.979 Dana 
Transfer 
Umum-

Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

14.999.716 

1 05 01 2,08  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     1.491.423.984  1.491.423.835 

1 05 01 2,08 01 Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Persentase 
Pelaksanaan 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

4 Lapo 
ran 

100 
Persen 

1.000.000 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

1.000.000 

1 05 01 2,08 02 Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 
Disediakan 

Persentase 
Pelaksanaan 
Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

36 
Lapo 
ran 

100 
Persen 

90.000.000 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

90.000.000 

1 05 01 2,08 04 Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum Kantor 

Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Persentase 
Pelaksanaan 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

14 
Lapo 

ran 

100 
Persen 

1.400.423.984 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

1.400.423.835 

1 05 01 2,09  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   117.999.942  

1 05 01 2,09 02 Penyediaan 

Jasa 
Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 

Operasional 
atau Lapangan 

Persentase 

tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Persentase 

Pengadaan 
Barang dan Jasa 

yang terlaksana 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 

Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 

Persen 

15 

Unit 

100 

Persen 

75.000.000 Dana 

Transfer 
Umum-

Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 

daerah 

100 

Persen 

97.993.972 



 

 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP) 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 

Program 

Keluaran Sub 

Kegiatan 
Hasil Kegiatan 

Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 

(Rp.) 

Sumber 

Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1 05 01 2,09  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   117.999.942  123.925.315 

1 05 01 2,09 02 Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Persentase 
Pengadaan 

Barang dan Jasa 
yang terlaksana 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 
Persen 

15 
Unit 

100 
Persen 

75.000.000 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 
pemerintahan 

daerah 

100 
Persen 

97.993.972 

1 05 01 2,09 06 Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

Persentase 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 
yang terlaksana 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

4 Unit 100 
Persen 

2.999.998 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

9.940.000 

1 05 01 2,09 09 Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Gedung Kantor 

dan Bangunan 
Lainnya 

Persentase 
tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

Persentase 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 

yang terlaksana 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 

Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

1 Unit 100 
Persen 

37.499.944 Dana 
Transfer 
Umum-

Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 
kinerja 

administrasi 
pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

9.991.343 

1 05 01 2,09 10 Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
atau 
Bangunan 
Lainnya 

Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direha
bilitasi 

Persentase 
Pengadaan 

Barang dan Jasa 
yang terlaksana 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 
Persen 

1 Unit 100 
Persen 

2.500.000 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
tertib laporan 

kinerja 
administrasi 

pemerintahan 
daerah 

100 
Persen 

6.000.000 



 

 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP) 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 
Program 

Keluaran Sub 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 
Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp.) 

Sumber 
Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 

Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1 05 02     PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM         5.208.999.420   329.687.166 

1 05 02 2,01   
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

        5.175.999.980   264.690.251 

1 05 02 2,01 01 Pencegahan 

Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum Melalui 

Deteksi Dini 
dan Cegah 
Dini, 
Pembinaan 

dan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan 
Patroli, 
Pengamanan, 

dan 
Pengawalan 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah Kasus 

Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
yang Dicegah 

Melalui Deteksi 
Dini dan Cegah 
Dini, Pembinaan 
dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan 
Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 % 50 

Kasus 

100 

Persen 

81.999.980 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 89.691.404 

1 05 02 2,01 03 Koordinasi 
Penyelenggaraa

n Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum serta 
Perlindungan 

Masyarakat 
Tingkat 
Kabupaten/Ko
ta 

Persentase 
Penegakan 

Peraturan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 

Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman, 
Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 
Masyarakat 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
Penegakan 

Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kab. 
Wonogiri, 

Semua 
Kecamata, 
Semua 
Kelurahan 

100 % 10 
Doku

men 

100 
Persen 

30.000.000 Dana 
Transfer 

Umum-
Dana 
Alokasi 
Umum 

 Persentase 
Penegakan 

Peraturan 
Daerah 

100 % 59.999.914 

1 05 02 2,01 04 Pemberdayaan 

Perlindungan 
Masyarakat 
dalam rangka 
Ketentraman 

dan Ketertiban 
Umum 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 

yang Memuat 
Hasil 
Pemberdayaan 
Perlindungan 

Masyarakat dalam 
rangka 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 % 5 

Doku
men 

100 

Persen 

4.993.500.000 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 49.999.794 



 

 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP) 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 
Program 

Keluaran Sub 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 
Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp.) 

Sumber 
Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 

Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1 05 02 2,01 05 Peningkatan 

Kapasitas SDM 
Satuan Polisi 
Pamongpraja 
dan Satuan 

Perlindungan 
Masyarakat 

Termasuk 
dalam 
Pelaksanaan 

Tugas yang 
Bernuansa 
Hak Asasi 
Manusia 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah SDM 

Satuan Polisi 
Pamongpraja dan 
Satuan 
Perlindungan 

Masyarakat yang 
Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 % 60 

Orang 

100 

Persen 

63.000.000 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 49.999.383 

1 05 02 2,01 06 Kerja Sama 
antar Lembaga 
dan Kemitraan 
dalam Teknik 

Pencegahan 
dan 
Penanganan 
Gangguan 

Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Kerja Sama antar 
Lembaga dan 

Kemitraandalam 
Teknik 
Pencegahan 
Kejahatan 

Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 % 3 
Doku
men 

100 
Persen 

7.500.000 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 14.999.756 

1 05 02 2,02  Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota   29.999.520  59.998.003 

1 05 02 2,02 02 Pengawasan 
Atas 
Kepatuhan 
Terhadap 

Pelaksanaan 
Peraturan 
Daerah dan 
Peraturan 

Bupati/Wali 
Kota 
 

Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Pengawasan yang 
Dilakukan 

Terhadap 
Kepatuhan 
Terhadap 
Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah 
Penegakan 
Peraturan 
Bupati/Walikota 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 % 25 
Lapo 
ran 

2311 
Pelang 
garan 

 

24,999,970 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 49.999.047 



 

 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP) 

 

 

 

 

 

                     BAB III-hal. 14 

Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 

Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 
Program 

Keluaran Sub 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan 
Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 
(Rp.) 

Sumber 
Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 
Keluaran 

Sub 

Kegiatan 

Hasil 

Kegiatan 
Tolok Ukur    Target 

1 05 02 2,02 03 Penanganan 
Atas 
Pelanggaran 
Peraturan 

Daerah dan 
Peraturan 
Bupati/Wali 

Kota 

 

Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Penanganan Atas 
Pelanggaran 

Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Gubernur yang 

Dapat Ditangani 

Sesuai SOP 

Jumlah 
Penegakan 
Peraturan 
Bupati/Walikota 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 
Kelurahan 

100 % 25 
Lapo 
ran 

2311 
Pelang 
garan 

4.999.550 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 
Umum 

 Persentase 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 9.998.956 

1 05 02 2,03  Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota     2.999.920  4.998.912 

1 05 02 2,03 01 Pengembangan 

Kapasitas dan 
Karier PPNS 

Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Pelaksanaan 
Peningkatan 
Kapasitas Pejabat 
PPNS dalam 

Mendukung 
Penyelenggaraan 
Ketertiban Umum 
dan Ketenteraman 

Masyarakat serta 
Penegakan Perda 
dan Perkada 

Persentase 

Pengembangan 
PPNS atas Perda 
dan Perbup 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 % 5  

Lapo 
ran 

100 

Persen 

2.999.920 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

100 % 4.998.912 

1 05 04   PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

  288.999.530  354.977.238 

1 05 04 2,01  Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

  288.999.530  354.977.238 

1 05 04 2,01 02 Pemadaman 
dan 
Pengendalian 
Kebakaran 

dalam Daerah 

Kabupaten/Ko
ta 

Persentase 
Kejadian 
Kebakaran 
yang 

tertangani 

Jumlah Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan 
Kesiapsiagaan 

Petugas Piket dan 

Pemadaman 
Kebakaran dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

Prosentase 
Kejadian 
Kebakaran dan 
Beracun dalam 

Daerah/Kota 

Kab. 
Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 

Semua 

Kelurahan 

100 
persen 

20 
Lapo 
ran 

100 
Persen 

284.999.970 Dana 
Transfer 
Umum-
Dana 

Alokasi 

Umum 

 Persentase 
Kejadian 
Kebakaran 
yang 

tertangani 

100 
persen 

349.999.738 



 

 

 

Rencana Kerja (Satpol-PP) 
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Kode 

Urusan/ 
Bidang 

Urusan/ 
Program/ 

Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 

Catatan 
Penting 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 

Capaian 

Program 

Keluaran Sub 

Kegiatan 
Hasil Kegiatan 

Lokasi 
Output 

Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Pagu Indikatif 

(Rp.) 

Sumber 

Dana 

Target Capaian Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif (Rp.) Program 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

Hasil 
Kegiatan 

Tolok Ukur    Target 

1 05 04 2,01 03 Penyelamatan 

dan Evakuasi 
Korban 
Kebakaran dan 
Non Kebakaran 

Persentase 

Kejadian 
Kebakaran 
yang 
tertangani 

Jumlah Dokumen 

Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan 
Kesiapsiagaan 
Petugas Piket dan 

Penyelamatan/Eva

kuasi Saat 
Penanggulangan 
Kebakaran dan 

Non Kebakaran 

Prosentase 

Kejadian 
Kebakaran dan 
Beracun dalam 
Daerah/Kota 

Kab. 

Wonogiri, 
Semua 
Kecamata, 
Semua 

Kelurahan 

100 

persen 

100 

Doku
men 

100 

Persen 

3.999.560 Dana 

Transfer 
Umum-
Dana 
Alokasi 

Umum 

 Persentase 

Kejadian 
Kebakaran 
yang 
tertangani 

100 

persen 

4.977.500 

TOTAL 12.875.148.728   9.552.599.738 

 



 

Rencana Kerja (Satpol-PP)         

 

                                 BAB IV-hal. 1 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan 

serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian 

visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026. Selain itu, 

rencana kerja disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan 

prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, 

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 

Adapun rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan 

total anggaran sebesar Rp. 7.377.149.778 

Program ini diharapkan untuk mencapai sasaran OPD “Meningkatnya 

kinerja SATPOL PP”  

Didukung dengan beberapa kegiatan yaitu : 

 a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000 

 b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran 

sebesar Rp. 5.648.226.334 

 c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran 

sebesar Rp. 82.499.539 

 d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.999.979 

 e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan anggaran sebesar Rp. 1.491.423.984 

 f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar   Rp. 117.999.942 

 

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan total 

anggaran sebesar Rp. 5.208.999.420. Program ini ditujukan untuk 

mencapai sasaran OPD “Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati” 

 

 

 



 

Rencana Kerja (Satpol-PP)         

 

                                 BAB IV-hal. 2 

Kegiatannya meliputi : 

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar     

Rp. 5,175,999,980 

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar                      

Rp. 229,999,520 

c.   Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)   

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.999.920 

 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan  

Penyelamatan Non Kebakaran dengan total anggaran sebesar                 

Rp. 288.999.530 

Program ini guna mencapai sasaran yakni OPD “Terlaksananya 

Penanggulangan Bahaya Kebakaran”  

Kegiatannya meliputi : 

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 288.999.530 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam 

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan 

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah 

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan 

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base 

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku 

(stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan 

paradigma baru. Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Wonogiri adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Wonogiri yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran 

dalam upaya mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Wonogiri.  

Selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, 

Renja berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan 

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu 

tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri. 

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam 

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang 

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa 

datang. 

 

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 

 

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya 

lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan 

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD). Hal itu sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka 

menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi 

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.  

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian 

tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut : 
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a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas 

pokok dan kewenangan pada masing – masing bidang; 

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran; 

c. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan 

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap 

pelaksanaan Renja Tahun 2024. 

 

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, selanjutnya Renja 

akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2024. 

 

Wonogiri,       Agustus 2023 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN WONOGIRI 
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